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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah

hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987.

Transliterasi  tersebut

digunakan

untuk  menulis

kata-kata Arab yang

dipandangbelumdiserapkedalambahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah

diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik

atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman

transliterasi itu adalah sebagaiberikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab | Nama | Huruf Latin Keterangan

| alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan

< ba B Be

< ta T Te

& sa $ es (dengantitik di atas)
d jim J Je

d ha h ha (dengantitik di bawah)
d kha Kh ka dan ha

3 dal D De

3 zal Z zet (dengantitik di atas)
J ra R Er

J zai Z Zet

o sin S Es

o syin Sy es dan ye




ol sad S es (dengantitik di bawah)
ua dad d de (dengantitik di bawah)
h ta t te (dengantitik di bawah)
5 za z zet (dengantitik di bawah)
i ‘ain ’ komaterbalik (di atas)
& gain G Ge
o fa F Ef
& qaf Q Qi
d kaf K Ka
J lam L El
a mim M Em
o nun N En
3 wau W We
0 ha H Ha
s hamzah | ° Apostrof
I ya Y Ye
2. Vokal
Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang

11
<}

Il
o

"
G
11
0
w
Il
—I

T

i:u J=au ji:u

3. Ta Marbutah
Ta marbutah hidup dilambangakan dengan /t/
Contoh :
dLaa 31 ya ditulis mar atunjamilah
Ta marbutah mati dilambangkandengan /h/

Contoh :

Vi



dab ditulis fatimah
4. Syaddad (tasydid, geminasi)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf

yang diberitanda syaddad tersebut.

Contoh:
Wy ditulis rabbana
o ditulis al-birr

5. Kata sandang (artikel)
Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:
il ditulis asy-syamsu
da A ditulis ar-rojulu
5 ) ditulis as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang

mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
il ditulis al-gamar
& ditulis al-badi’
J 3%l ditulis al-jalal

6. Huruf Hamzah
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Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi,
jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu

ditransliterasikan dengan apostrof / /.

Contoh:
Cigal ditulis umirtu
L ditulis syai’'un
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ABSTRAK

Abdul Muhshi.2011113051. 2019. Kesadaran Hukum Nadzir Dalam Sertifikasi
Tanah Wakaf Di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.
Skripsi Fakultas Syariah/S1 HKI Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
Pembimbing: H. Mubarok, Lc,. M.S.I.

Kata Kunci: Kesadaran hukum, sertifikasi tanah wakaf, desa Kertijayan.

Sebagaimana terjadi di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten
Pekalongan. Dari 10 tanah wakaf di daerah tersebut ada 2 tanah wakaf yang sudah
disertifikatan dan 8 tanah wakaf yang belum disertifikatkan. Dalam hal ini ketika
ada orang yang mewakafkan tanahnya kepada orang yang menerima wakaf
(nadzir) tidak ada bukti secara administratif, maka tidak dapat dijadikan sebagai
jaminan bagi kelangsungan tujuan pengelolaan harta wakaf itu sendiri, baik dari si
wakif atau mauquf alaih. Ada 8 tanah wakaf dari tanah-tanah wakaf belum
didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk mendapatkan
sertifikat tanah wakafsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sehingga belum ada kepastian hukum, dalam kenyataannya banyak tanah wakaf
yang menimbulkan sengketa diantaranya Nadzir dan keluarga wakif, dari masalah
tersebut maka dikhawatirkan akan timbul masalah baru yaitu banyak tanah wakaf
yang ditarik kembali oleh keturunan wakif.

Tujuan skripsi ini adalah untuk menjelaskan kesadaran hukum nadzir dalam
sertifikasi tanah wakaf di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten
Pekalongan, untuk menjelaskan implikasi hukum tanah wakaf yang tidak
disertifikasi

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan Field Research, jenis
penelitian yang digunakan adalah Sosiologi Hukum bertujuan untuk mengungkap
semaksimal mungkin data lapangan, dari kasus yang akan diteliti Sehingga
penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan
menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan perwakafan tanah,
sertifikasi wakaf tanah serta kendalanya di Desa Kertijayan Kecataman Buaran
Kabupaten Pekalongan.

Hasil penelitian tentang kesadaran hukum nadzir dalam pengurusan
sertifikat tanah wakaf di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten
Pekalongan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum nadzir
dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran
Kabupaten Pekalongan tergolong rendah. Implikasi hukum tanah wakaf yang
tidak disertifikasi, yaitu Tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat tanah wakaf,
maka tidak adanya bukti otentik bagi tanah wakaf tersebut. Kondisi tanah wakaf
yang tidak bersertifikat sangat rentan terjadinya konflik, dan penarikan tanah
wakaf sepihak. Kondisi tanah wakaf yang tidak bersertifikat sangat rentan
terjadinya konflik, dan penarikan tanah wakaf sepihak Administrasi wakaf tidak
berjalan dengan baik, sehingga rentan terjadi penyelundupan hukum terhadap
harta benda wakaf. Terhambatnya efektifitas perwakafan dalam bentuk sarana
pendidikan seperti TK/RA dan jangkauan pemerintah dalam memberikan bantuan
untuk kepentingan pengelolaan program pendidikan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf tanah ditinjau dari aspek sosial ke-Islaman mengandung nilai
ekonomi yang tinggi, sehingga pelaksanaan wakaf tanah yang tepat bisa
mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Namun dalam pelaksanaan
sertifikasi tanah wakaf di masyarakat sekarang ini belum berjalan karena
masyarakat belum melaksanakan sertifikasi tanah wakaf."

Sebagaimana yang terjadi di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran
Kabupaten Pekalongan. Dari 10 tanah wakaf di daerah tersebut ada 2 tanah
wakaf yang sudah disertifikatan dan 8 tanah wakaf yang belum disertifikatkan.?
Dalam hal ini ketika ada orang yang mewakafkan tanahnya kepada orang yang
menerima wakaf (nadzir) tidak ada bukti secara administratif, maka tidak dapat
dijadikan sebagai jaminan bagi kelangsungan tujuan pengelolaan harta wakaf itu
sendiri, baik dari si wakif atau mauquf alaih. Ada 8 tanah wakaf dari tanah-tanah
wakaf belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk
mendapatkan sertifikat tanah wakaf sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sehingga belum ada kepastian hukum, dalam

kenyataannya banyak tanah wakaf yang menimbulkan sengketa diantaranya

1 Yamin Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandung:Mandar Maju 2010), him. 273
? Rosalin (Pegawai KUA), wawancara pribadi, tanggal 28 November 2017



Nadzir dan keluarga wakif, dari masalah tersebut maka dikhawatirkan akan
timbul masalah baru yaitu banyak tanah wakaf yang ditarik kembali oleh
keturunan wakif.

Untuk mencegah timbulnya permasalahan sengketa tanah wakaf baik
dilakukan perorangan maupun kelompok, maka perlu diperhatikan tentang
pengurusan sertifikat tanah wakaf, guna mencegah tanah wakaf jatuh ketangan
atau pihak yang tidak berhak serta implikasi hukum dari sertifikasi tanah wakaf
di Desa Kertijayan. Maka dari itu sertifikasi tanah wakaf penting untuk dilakukan
dan digalakkan kepada masyarakat, mengingat pentingnya sertifikasi tanah
wakaf.

Dalam hal ini, kepastian hukum dan syarat-syarat administrasi tentang
serfitikat tanah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga tanah wakaf
tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, serta dapat
dikembangkan. Untuk mengetahui masyarakat yang melaksanakan wakaf tanah
dan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, maka dapat dilihat melalui tabel berikut

ini:



Tabel 1.1

No. | WAQIF NADHIR PERTUNTUKAN AIW | SERTIFIKASI

W2/0
H. Nuh 06/K.

1 H. Nuh Musholla Belum
Sya'roni 1257/
1990
W2/0
Rita 09/K.

2 Kholil Musholla Belum
Subowo 1257/
1990
W5/0
Arzadun 04/K.

3 Sabrawi Musholla Belum
Cs 1257/
1990
W3/0
Ibnu 28/K.

4 Nawawi Musholla Belum
Munadi 1257/
1990
H. W2/0

5 Nur/H.Tat Mudhor Musholla 07/K. Belum
in/Mas'ud 1257/




1990

W2/0
H.
H. Abdul 08/K.
6 Abdurrakh Sekolah Belum
Syukur 1257/
im
1990
W2/0
H. Abdul 10/K.
7 Hj. Tiarah Sekolah Sudah
Syukur 1257/
1990
W3/0
Kyai Kyai
27/K.
8 Muhamma | Muhamma Masjid Belum
1257/
d Kaukab | d Kaukab
1990
W2/0
Nimtah 05/K.
9 Rachmat Musholla Sudah
Kholid 1257/
1990
W.2/2
Hj. Nur /004//
10 Khuzai Musholla Belum
Asiyah XI1/2

016




Data tersebut di atas 10 orang yang penulis teliti terdapat 2 yang sudah
bersertifikat dan belum bersertifikat ada 8 dalam hal ini lebih dari 50%
masayarakat (yang penulis teliti) belum melakukan sertifikasi tanah wakaf.
Padahal sertifikasi tanah sendiri memiliki keutamaan dalam melindungi status
hukum dan keamanan tanah wakaf. Jika tanah wakaf tidak disertifikat, akan
mudah diakui hak kepemilikannya oleh orang lain, bahkan akan mudah dijual
oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam masalah ini dapat kita lihat bahwa kesadaran hukum nadzir dalam
melakukan sertifikasi tanah wakaf belum begitu baik, ditandai dengan masih
banyaknya tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat. Berdasarkan uraian
latar belakang diatas, penulis menganggap hal ini penting dan perlu untuk
dilakukan penelitian lebih lanjut, untuk itu penulis mengambil judul “Kesadaran
Hukum Nadzir dalam Sertifikasi Tanah Wakaf di Desa Kertijayan
Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kesadaran hukum nadzir dalam sertifikasi tanah wakaf di Desa
Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan?

2. Bagaimana implikasi hukum tanah wakaf yang tidak disertifikasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:



1. Untuk menjelaskan kesadaran hukum nadzir dalam sertifikasi tanah wakaf di
Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan

2. Untuk menjelaskan implikasi hukum tanah wakaf yang tidak disertifikasi

D. Kegunaan Penelitian
1. Teoritis
Sebagai referensi tambahan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya
yang berkaitan dengan perwakafan terutama tentang sertifikat tanah
2. Praktis
Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bahan pertimbangan terhadap
kemajuan dibidang ilmu perwakafan yang menyangkut sertifikat tanah wakaf.
E. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang perwakafan akan tetapi
pokok permasalahan dan pendekatannya berbeda. Penelitian yang dimaksud
diantaranya:

Penelitian yang ditulis oleh Illman Khagiqi, tahun 2017yang berjudul
“Kesadaran masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di
Kelurahan Kajen, Kabupaten Pekalongan)”,llman Khaqgigi menyimpulkan
bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat tentang hukum
sertifikasi tanah wakaf dipengaruhi oleh hal-hal yaitu; masyarakat tidak pernah
secara nyata memperoleh pendidikan tentang peraturan tertulis, khususnya

masalah sertifikasi tanah wakaf. Pensertifikasian tanah wakaf merupakan



masalah yang jarang terjadi, umumnya hanya pada masyrakat yang melakukan
tindakan hukum terhadap tanah wakaf.® Persamaaan dalam penelitian ini yaitu
sama-sama membahas tanah wakaf yang disertifikasikan, perbedaan dalam
penelitian ini terletak pada objek penelitian dan tempat studi kasus.

Penelitian yang ditulis oleh Lestari Rahma Yuniarti, tahun 2016, yang
berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (studi
Kasus di Kecamatan Pekalongan Utara), Lestari Rahma Yuniarti menyimpulkan
bahwa pertama, pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Pekalongan
Utara belum sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah Nomor 28 tahun
1977 dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan tanah, dan
banyak tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat tanah wakaf, hal tersebut
dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yaitu: tingkat pendidikan, keadan
sosial, dan mata pencaharian masyarakat. Kedua, tingkat kesadaran hukum
masyarakat sekitar cukup rendah berdasarkan pada pengetahuan hukum lima
wakif dan lima nadzur yang cukup baik mengenai dasar perundang-undangan
terkait sertifikasi tanah wakaf, namun beberapa wakif dan nadzir tidak
memahami secara jelas terkait proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf yang
dilaksanakan di Kecamatan Pekalongan Utara, sehingga sikap prilaku para nadzir

dan wakif tidak mencerminkan perbuatan hukum yang sesuai dan taat kepada

*llman khagiqi, NIM 2011111071, Kesadaran masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf
(Studi Kasus Di Kelurahan Kajen, Kabupaten Pekalongan), skripsi Fakultas syariah, (Pekalongan:
IAIN Pekalongan, 2017)



peraturan perundang-undangaan yang berlaku.*Persamaaan dalam penelitian ini
yaitu sama-sama membahas tanah wakaf yang disertifikasikan, perbedaan dalam
penelitian ini terletak pada objek penelitian dan tempat studi kasus.

Penelitian yang ditulis Ali Maghfur, tahun 2008, yang berjudul
Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di
Wilayah KUA Ngalian Kota Semarang)” Ali Maghfur menyimpulkan bahwa
pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat tentang hukum sertifikasi tanah
wakaf di pengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut : Masyarakat tidak pernah secara
nyata memperolah pendidikan tentang peraturan tertulis, khususnya masalah
sertifikasi tanah wakaf, Pensertifikasian tanah wakaf merupakan masalah yang
jarang terjadi, Hukum Sertifikasi tanah merupakan berada pada hukum perdata
sehingga peranan hukum dan perundang undangan tidak tampak jika tidak ada
perkara yang diangkat.” Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama
membahas tanah wakaf yang disertifikasikan, perbedaan dalam penelitian ini
terletak pada objek penelitian dan tempat studi kasus.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Akhmad Jalaludin yang berjudul
“Pengelolaan Wakaf di Kota Pekalongan”, Akhmad Jalaludin menyimpulkan
bahwa sebagian besar tanah wakaf di kota Pekalongan sudah didaftarkan

perwakafannya di Pejabat Pencatat Akta lkrar Wakaf (PPAIW) dan Badan

*Lestari Rahma Yuniarti, NIM 2011112021, Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Sertifikasi
Tanah Wakaf (studi Kasus di Kecamatan Pekalongan Utara), Skripsi jurusan Syariah dan Ekonomi
Islam, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2016)

> Ali Maghfur, NIM2101069 Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf
(Studi Kasus Di Wilayah KUA Ngalian Kota Semarang), Skripsi Ahwal al Syakhsiyah, (Semarang:
IAIN Walisongo, 2008)



Pertanahan Nasional (BPN), tapi sebagian lagi belum didaftarkan, ternyata
disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama karena kurangnya pemahaman nadzir
mengenai pentingnya pencatatan dan pendaftaran wakaf. Kedua adanya
anggapan bahwa pencatatan dan pendaftaran wakaf bersifat rumit, ketiga yaitu
besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menngurus pendaftaran dan pencatatan
wakaf di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pejabat Pencatat Akta Ikrar
Wakaf (PPAIW).® Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas
tanah wakaf yang disertifikasikan, perbedaan dalam penelitian ini adalah
membahas tentang kesadaran hukum tentang sertifikasi di Desa Kertijayan
sedangkan dalam penilitian terdahulu membahas tentang prosedur pengelolaan
wakaf di kota Pekalongan.

Dari penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti-
peneliti di atas, diantara persamaannya adalah sama-sama membahas tentang
sertifikasi tanah wakaf, dan untuk perbedaannya penelitian ini lebih fokus kepada
kesadaran hukum nadzir dalam sertifikasi tanah wakaf, dan implikasi hukum
tentang sertifikasi tanah wakaf, khususnya di wilayah Desa Kertijayan.

F. Kerangka Teori

Menurut Wignjosoebroto kesadaran hukum adalah seluruh kompleks

kesediaan warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan keharusan yang

ditetapkan oleh hukum. Kesadaran hukum akan memotivasi warga masyarakat

® Dalam penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Jalaludin, MA. Yang berjudul tentang
Penngelolahan Wakaf di Kota Pekalongan.
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untuk secara sukarela menyesuaikan segala perilakunya kepada ketentuan hukum
perundang-undangan negara yang berlaku.’

Kesadaran Hukum adalah reaksi masyarakat terhadap pelanggaran
hukum/moral yang dilakukan sesorang dalam masyarakat di lingkungannya.
Kesadaran hukum (legal awareness). Diterjemahkan dengan istilah Kesadaran
Hukum ke dalam bahasa Indonesia lalu memperoleh batasan konseptualnya yang
tidak akan cuma dicukupkan dalam arti dan fungsinya sebagai Knowledge On
Law itu. Dalam batasan konseptualnya baru itu, kesadaran hukum serta merta
berasosiasi keaspeknya yang efektif dalam maknanya sebagai keinsyafan yang
menjadi dasar dari suatu tekad.®

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Menurut
Soerjono Soekanto, dijelaskan secara singkat sebagai berikut:®
1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum

Secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan
sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum.
Tetapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak
mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum
yang khusus bagi mereka.

2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

’ Setandjo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya (Jakarta:
Penerbit HUMA, 2002), hal. 379-384.

8 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dalam Masyarakat Edisi 2 (Yokyakarta: Graha limu,
2013), him.103.

% Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers,1987), hal. 217-219.
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Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti
bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum
tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan
jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan
hukum tertentu dengan sendirinya mematuhinya, tetapi juga perlu diakui
bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum ada kalanya
cenderung untuk mematuhinya.

Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.

Penghargaan atau sikap tehadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu
sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum
diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang
didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin
menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka
terjamin pemenuhannya.

Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.

Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-
kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat
tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan

tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari.
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Menurut Soerjono Soekanto indikator-indikator dari kesadaran hukum
sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran
hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa:*°
1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum.

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur
oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis
maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku
yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

2. Indikator kedua adalah pengakuan hukum.

Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan
pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan
dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat sertifikasi tanah
wakaf.

3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum.

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian
tertentu terhadap hukum.

4. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum.

Yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya
mematuhi peraturan yang berlaku.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan

maupun penyuluhan-penyuluhan agar warga masyarakat benar-benar mengetahui

19 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar,... hal. 217-219
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atau mengerti kegunaan atau manfaat dari peraturan hukum itu sehingga warga
masyarakat dengan suka rela mentaati dan mematuhi perturan hukum tersebut.
Selanjutnya bahwa derajat tinggi rendahnya kepatuhan hukum terhadap hukum
positif tertulis, antara lain ditentukan oleh taraf kesadaran hukum yang
didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut: (1) pengetahuan tentang peraturan;
(2) pemahaman hukum; (3) sikap hukum; (4) pola perilaku hukum.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan Field Research, jenis
penelitian yang digunakan adalah Sosiologi Hukum bertujuan untuk
mengungkap semaksimal mungkin data lapangan, dari kasus yang akan
diteliti.'* Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran
secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan
dengan perwakafan tanah, sertifikasi wakaf tanah serta kendalanya di Desa
Kertijayan Kecataman Buaran Kabupaten Pekalongan.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu
cara analisis menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan

oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata,

“Mukti fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.....hIm.
47.
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yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. ** Pendekatan tersebut
digunakan dalam penelitian ini karena lebih dipentingkan kualitas data.
3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Desa Kertijayan
Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, karena masyarakat Kertijayan
merupakan masyarakat yang agamis, berpendidikan dan terdapat aset wakaf.
Akan tetapi dalam pelaksannan wakaf, masyarakat Desa Kertijayan
Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan belum memahami prosedur
pelaksanaan sebagaimana yang diatuar dalam Undang-Undang No 41 tahun
2004 yang berlaku di Negara Indonesia.
4. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penulisan proposal ini
menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya:
a. Sumber data primer
Sumber data yang diperoleh langsung di lapangan dengan melakukan
interview/wawancara kepada narasumber dan informan, yakni Nadzir
wakaf dan pengurus mushola Desa Kertijayan Kecamatan Buaran
Kabupaten Pekalongan, dan kepala KUA Kecamatan Buaran.
b. Sumber data sekunder

Dilakukan denagan menghimpun bahan berupa:

12 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(‘Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), him. 192.
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1. Bahan Hukum Primer yang merupakan peraturan perundang-
undangan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pertanahan
khususnya pelaksanaan wakaf tanah di kecataman Buaran.
Seperti, Pasal 5 dan pasal 32 undang-undang nomor 41 tahun
2004 tentang pendaftaran tanah wakaf dihadapan Pejabat Pecatat
Akta lkrar Wakaf (PPAIW), Kompilasi Hukum Islam dalam
buku 111 tentang Perwakafan, Arsip Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan
Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) wilayah Kecamatan
Buaran. Dan Arsip Jumlah Tanah Wakaf yang bersengketa dan
Arsip Jumlah tanah Wakf Yang belum memiliki sertifiakt wakaf.

Og/ Serta da pertanhan wilayah kecamatan buaran.

2. Bahan Hukum Sekunder yang memberi penjelasan terhadap
bahan hukum primer antara lain berupa tulisan atau pendapat
pakar hukum di bidang pertanahan mengenai asas-asas
berlakunya hukum pertanahan dan pendapat beberapa ahli ilmu
hukum dan filsafat mengenai kesadaran hukum masyarakat dan
penjelasaannya.

5. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan pada sumber data
sekunder yaitu:

a. Wawancara (interview)
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Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan
informasi yang digali sumber data langsung melalui percakapan atau
tanya jawab."*Dimana wawancara sendiri berarti proses pengumpulan
data atau informasi melalui tahap muka antara pihak penannya
(interviewer)dengan pihak yang ditanya (interviewee),* dimana penulis
melakukan wawancara dengan nadzir, kepala KUA Buaran dan pihak
terkain lainnya

b. Observasi

Pengamatan terhadap suatu objek yang ditelitidengan langsung
terjun ke lapangan, terlibat seluruh panca indera untuk memperoleh data
yang harus dikumpulkan dalam penelitian.’> Metode ini digunakan
penulis untuk mengamati secara langsung ke Desa Kertijayan dan
mencatat hal-hal yang muncul yang terkait dengan informasi atau data
berkaitan dengan sertifikasi tanah wakaf.

c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan

data yang berupa dokumen dan data-data yang tertulis.® Dalam hal ini

3 Djam’an Satori dan Aan, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfa Beta, 2010) him.
130.

¥ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). HIm 130

15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rhineka Cipta,
1998), him. 149.

16 Djam’an Satori dan Aan, Metode Penelitian Kualitatif,... him. 104.
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peneliti mencari data-data yang mendukung tentang penelitian ini diambil
dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran Berupa Surat-surat
tentang wakaf, untung mendapat data tentang jumlah tanah wakaf, data
tanah wakaf yang sudah bersertifikat, tanah wakaf yang sudah ber AIW
dan belum Ber AIW.
6. Kredibilitas Informasi Data
Untuk mendapatkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan
kebenarannya, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Menurut Imam
Gunawan dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif Teori &
Praktik, triangulasi data digunakan sebagal proses pemantapan derajat
kepercayaan (kredibilitas/validasi) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta
bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis di lapangan.’’ Triangulasi adalah
teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain.'®
Sehingga triangulasi digunakan peneliti untuk memperkuat data, untuk
membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data.
Triangulasi berarti segitiga, tetapi tidak berarti informasi cukup dari
tiga sumber saja. Prinsipnya adalah, menurut teknik triangulasi, informasi

mestilah dikumpulkan atau dicari sumber-sumber yang berbeda agar tidak

YImam Gunawan, Metode penelitian kualitatif Teori & Praktik, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2013), him. 218

M. Djunaidi Ghoni & Fauzan Almanshur, metodologi Penelitian Kualitatif,(Jogjakarta: Ar-
Ruzz Media, 2012) him. 322
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bias kelompok.*® Triangulasi tersendiri menggunakan dua atau lebih sumber
informan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari
kasus yang diteliti. Sehingga untuk mengecek keautentikan dapat dilihat, tidak
hanya pada salah satu sumber saja, namun dari beberapa sumber.

Kredibilitas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi
sumber, yaitu peneliti menggali kebenaran informasi melalui wawancara dari
berbagai sumber, yaitu Nadzir tanah wakaf, pengurus mushola dan juga
Kepala KUA Kecamatan Buaran.

Selain triangulasi sumber penelitian ini juga menggunakan triangulasi

teknik yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi.

7. Analisis Data
Setelah data terkumpul, lalu dianalisis dengan menggunakan metode
analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis data untuk memberikan gambaran
atas subjek dan objek yang berupa kata-kata, gambar, perilaku.?’ Dalam
menganalisis data penulis  melakukan  tahapan sebagaimana yang
dikemukakan oleh Miles dan Hebermen yaitu analisis data kualitatif model

interatif adalah sebagai berikut:**

Y Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam
Berbagai Disiplin llmu, cet. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), him 168
20 Sydarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), him. 61.

2! Djam’an Satori dan Aan, Metode Penelitian Kualitatif,... him. 217.
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d. Reduksi data (merangkum)

Merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstrakan
dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung
selama penelitian yang dilakukan dari awal sampai akhir penelitian.

e. Display data (menyajikan data)

Menyajikan data adalah sekumpulan informasi tersusun yang
memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks,
grafik, dan bagan. Tujuannya untuk mempermudah pembaca menarik
kesimpulan.

f.  Menarik kesimpulan dan verifikasi

Dalam tahap ini peneliti membuat rumusan proporsisi yang terkait
dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian,
kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang data yang
ada, pengelompokan data yang telah terbentuk, dan proporsisi yang telah
dirumuskan.

H. Sistematika Penulisan
Dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang sistematis, penelitian ini
diuraikan secara runtut berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:
Bab | pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian

dan sistematika penulisan.
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Bab Il berisi tentang tinjauan umum tentang kesadaran hukum, pengertian
Nadzir, syarat-syarat nadzir, pengertian wakaf, rukun dan syarat wakaf, dan dasar
hukum wakaf, serta pengertian sertifikasi

Bab 11l adalah hasil penelitian, yang meliputi: Pertama, tentang gambaran
masyarakat Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Kedua,
kesadaran hukum nadzir tentang Sertifikasi Wakaf Tanah di Desa Kertijayan
Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

Bab 1V Analisis kesadaran hukum nadzir tentang Sertifikasi Wakaf Tanah
di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dan implikasi
tanah wakaf di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan jika
tidak disertifikatkan.

Bab V penutup yang menguraikan secara singkat mengenai kesimpulan
akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah, serta diakhiri dengan

saran-saran yang didasarkan atas hasil keseluruhan penelitian.



BAB V
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarakan hasil penelitian tentang kesadaran hukum nadzir  dalam
pengurusan sertifikat tanah wakaf di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten
Pekalongan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Tingkat kesadaran hukum nadzir dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf di
Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan tergolong rendah.
2. Implikasi hukum tanah wakaf yang tidak disertifikasi, meliputi :

a. Tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat tanah wakaf, maka tidak
adanya bukti otentik bagi tanah wakaf tersebut. Kondisi tanah wakaf yang
tidak bersertifikat sangat rentan terjadinya konflik, dan penarikan tanah
wakaf sepihak.

b. Kondisi tanah wakaf yang tidak bersertifikat sangat rentan terjadinya
konflik, dan penarikan tanah wakaf sepihak

c. Administrasi wakaf tidak berjalan dengan baik, sehingga rentan terjadi
penyelundupan hukum terhadap harta benda wakaf.

d. Terhambatnya efektifitas perwakafan dalam bentuk sarana pendidikan
seperti TK/RA dan jangkauan pemerintah dalam memberikan bantuan

untuk kepentingan pengelolaan program pendidikan.
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Saran
Berdasarkan penelitian dan pengamatan serta dari kesimpulan di atas, adapun
saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:
1. Kepada pihak pemerintah setempat yang terkait dalam pengurusan sertifikat
tanah wakaf, agar sebaiknya melakukan penyuluhan atau sosialisai tentang

pentingnya memiliki sertifikat tanah wakaf.
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